DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Zainal, Andi, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama,
Bandung: Alumni, 1987.

Adami, Chazawi. (2008). Pelajaran Hukum Pidanal. Raja Grafindo
Persada; Jakarta.

Anwar, Yesmil. 2011. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Widya Padjajaran.

Arief, Barda Nawawi. 1994. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan

Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang : Universitas
Diponegoro.

Arthur Daniel P. Sitorus, “Ultimum Remedium dan Primum Remedium
Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, memperhatikan
Mertokusumo, Sudikno. 2006. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.
Yogyakarta: Liberty.

Bahder, Johan Nasution. (2008). Metode Penelitian IImu Hukum. Bandung:
CV. Mandar Maju.

Burhanuddin, Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai, Yustisia,
Yogyakarta, 2013.

Dwiyanti, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyanto, B., Muntazar, A,
Girsang, H., & Amalia, M. (2024). Pengantar Hukum Pidana: Teori,
Prinsip, dan Implementasi. PT. Green Pustaka Indonesia.

Erman, Rajagukguk. (1997). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.
Jakarta: Ul Press.

Esmi, Warassih Pujirahayu. (2017). Pemikiran Hukum Spritual Pluralistik.

EY Kanter dan SR Siantur, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia
Grafika, Jakarta, 2003.

Hari Sasangka, R. & Lily Rasjidi. (2001). Hukum Pidana Lingkungan.
Bandung: Mandar Maju.

Illyas, Waluyo, Wirawan. 2002. Perpajakan Indonesia. Edisi Pertama.
Jakarta: Salemba Empat.

Indra, Muhammad. Perspektif Penegakkan Hukum Dalam Sistem

71



Keimigrasian Indonesia. 2010.

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

Koeswadji, 1995, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka
Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Lamintang, P.A.F ,1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Ed. Revisi
3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Machmud, S. (2012). Problematika penerapan delik formal dalam
perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia,
fungsionalisasi asas ultimum remedium sebagai pengganti asas
subsidiaritas. Bandung: CV Mandar Maju

Machmudin, D. D. (2010). Pengantar IImu Hukum: Sebuah Sketsa, Cet.
3. Bandung: PT. Refika Aditama.

Machmudin, Dudu. D. 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama,
Bandung.

Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada

Marihot P. Hutajulu & Abdul Rachmad Budiono. (2008). Hukum
Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Media. Mulyadi . (2015). Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju.

Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberty

Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.

Muchsin. H. 2005, Ikhtisar Hukum Indonesia, Badan Penerbit Iblam,

Jakarta.

Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana.
Bandung: Alumni

P.A.F Lamintang & Theo Lamintan. (2017). Hukum Penitensier Indonesia.
Jakarta : Sinar Grafika.

P.A.F.Lamintang. (2009). Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta
Kekayaan. Sinar Grafika. Jakarta.

R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik
Khusus, Politeia, Bogor, 1991.

Ridwan, H. R. (2014). Hukum Administrasi Negara. Edisi revisi. Jakarta.

72



Raja Grafindo Perkasa.

Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). Prinsip The Best Interest of The Child
dalam Proses Peradilan Anak (\Vol. 1). umsu press.

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), 9.

Subiyantoro, Heru; Singgih Riphat. 2004. Kebijakan Fiskal, Pemikiran,
Konsep, dan Implementasi. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni

Syarifin, P. (2000). Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Van Apeldoorn. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Balai Pustaka,
2015, him. 331-332.

Wirawan B.llyas. (2011). Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak.

Wirjono Prodjodikoro. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.
Jakarta. Raja Grafindo.

Zaidan, Ali, 2015, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar
Grafika.

Zaidan, M. A, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2022.

B. Jurnal

Achmad, R. (2016). Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana
Perpajakan. Doctrinal, 1(2), 283-304.

Bontongan, T., Razak, A., & Djanggih, H. (2024). Efektivitas Penerapan
Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di
Bidang Cukai Hasil Tembakau. Journal of Lex Philosophy
(JLP), 5(2), 1640-1655.

Duana, R. (2015). Pengaruh nft terhadap perlindungan hak cipta dan
dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. Jurnal IlImiah
Galuh Justisi. 10(1), 92- 101

Hasibuan, Sarah. (2015). Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan
Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib
Pajak. USU Law Journal. Vol. 3 No. 2. him. 124. Jurnal
Hukum.Vo | 18 No.4, him. 541.

73



Kurnia, M. P. (2011). Hukum kewilayahan Indonesia: harmonisasi
hukum pengembangan kawasan perbatasan NKRI berbasis
teknologi geospasial. UB Press.

Nathan, Thomas. 2024. Penerapan Hukum Pidana Sebagai Ultimum
Remedium Pada Kasus Perpajakan Pasca Undang -Undang No. 7
Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dinamika
Hukum. Volume 15, No.2.

Oxford, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, New York: Oxford University
Press, 2003.

Powa, T. A. (2024). Implementasi Restorative Justice pada Penghentian
Penyidikan di Polresta Jambi. PAMPAS: Journal of Criminal
Law, 5(3), 315-324.

Preece, Rob. 2014. Developing an ‘Excise Working Tariff Schedule’ for
South East Asia: a resource for regional excise policy. World
Customs Journal, Volume 8, Nomor 1, (Maret 2014), halaman 189-
192.

Putra, Rizki. 2019. Asas Ultimum In Remedium Dalam Tindak Pidana
Keimigrasian. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”. Vol. 111, No. 1.

Putri, A. Z., & Munandar, T. I. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro
Jambi. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 5(3), 297-314.

Rahman, M. Z., Hafrida, H., & Rafig, M. (2022). Perbandingan Proses
Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia
dan Australia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3(1), 1-14.

Ramadhan, Jefri et al. Penerapan Asas Ultimum Remediumdalam
Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai sebagai Upaya
Pengembalian Kerugian Negara. Cendekia: Jurnal Penelitian dan
Pengkajian Iimiah. Volume 1 No. 92024, 626-638.

Sangdji, A, K. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan
Cukai dengan Penyidik Polri dalam Upaya Paksa Penahanan.

Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

74



Subekti, A., Arfa, N., & Prayudi, A. A. (2022). Pemidanaan terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3(3), 358-369

Surono. 2007. Pengaruh Kebijakan Cukai, Fasilitas Penundaan Dan Tingkat
Produksi Terhadap Pungutan Cukai, Tesis. Medan, Universitas
Sumatera Utara.

Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional, 2008), him. 205.). Progo Nurdjaman, Optimalisasi Peran
dan Fungsi Survei dan Pemetaan Dalam Pengelolaan Batas Wilayah
him. 53, artikel dalam kumpulan tulisan Pandang Wilayah.

Wicaksono, A. B., Haryadi, H., & Munandar, T. I. (2021). Fenomena
Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19:
Mampukah Hukum Bekerja?. PAMPAS: Journal of Criminal
Law, 2(3), 85-94.

Widodo, Agus. 2021. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di
Bidang Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Cukai Kudus. Tesis. Universitas Islam Sultan

Agung Semarang.

C. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 sebagai perubahan atas
Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai dalam
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2007 nomor 105.

Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1.

D. Web

https://jateng.antaranews.com/berita/514527/ultimum-remedium-cara-
bea-cukai-kudus-tangani-23-kasus-rokok-ilegal

75


https://jateng.antaranews.com/berita/514527/ultimum-remedium-cara-bea-cukai-kudus-tangani-23-kasus-rokok-ilegal
https://jateng.antaranews.com/berita/514527/ultimum-remedium-cara-bea-cukai-kudus-tangani-23-kasus-rokok-ilegal
https://jateng.antaranews.com/berita/514527/ultimum-remedium-cara-bea-cukai-kudus-tangani-23-kasus-rokok-ilegal

https://news.ddtc.co.id/ada-ultimum-remedium-djbc-sebut-penyelesaian-
pidana-cukai-lebih-cepat-45592

https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-ultimum-
remedium-af7fb7cl/detail/

www.cnnindonesia.com

76


https://news.ddtc.co.id/ada-ultimum-remedium-djbc-sebut-penyelesaian-pidana-cukai-lebih-cepat-45592
https://news.ddtc.co.id/ada-ultimum-remedium-djbc-sebut-penyelesaian-pidana-cukai-lebih-cepat-45592
https://news.ddtc.co.id/ada-ultimum-remedium-djbc-sebut-penyelesaian-pidana-cukai-lebih-cepat-45592
https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-ultimum-remedium-af7fb7c1/detail/
https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-ultimum-remedium-af7fb7c1/detail/
http://www.cnnindonesia.com/

